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Motto  dan  Persembahan 

 

“Jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.” 

~  Q.S. Ibrahim:  7  ~ 

“Orang yang bisa mengendalikan emosinya adalah pemenang hidup sejati.” 

~  Mario Teguh  ~ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Perjanjian kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian dan 

melekat pada suatu hubungan bisnis/kerja. Fungsinya sangat penting agar dapat 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur hak dan 

kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur 

tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. 

        Dengan demikian apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan 

perjanjian (wanprestasi) diantara para pihak maka dokumen hukum itu akan 

dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Perjanjian kontrak kerja dengan 

demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh 

para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah perjanjian kerja. 

        Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal. Dan peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang 

tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan 

antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa 

suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis.1 

        Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa 

yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam 

                                                             
           1 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1. 
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perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang telah dijanjikan itulah yang 

disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua 

belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang 

telah dibuatnya, itulah yang disebut dengan wanprestasi. 

        Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau 

kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: 

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana 

yang diperjanjikan. 

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, 

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. 

        Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain 

yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi 

tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat 

terbebas dari pembayaran ganti rugi.2 

        Pihak yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan tangkisan-tangkisan 

untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut, tangkisan atau 

pembelaan tersebut dapat berupa:3 

1. Tidak dipenuhinya kontrak terjadi karena keadaan memaksa. 

2. Tidak dipenuhinya kontrak terjadi karena pihak lain juga wanprestasi. 

3. Tidak dipenuhinya kontrak terjadi karena pihak lawan telah melepaskan 

haknya atas pemenuhan prestasi. 

                                                             
             2 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2010, hlm. 67. 

             3 Ibid, hlm. 76. 
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        Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan 

keadaan memaksa yang mutlak, dapat pula yang bersifat relatif. 

        Keadaan memaksa yang bersifat mutlak kalau memang tidak ada 

kemungkinan lagi untuk memenuhi prestasi dalam kontrak tersebut, misalnya 

objek perjanjiannya musnah dan objek perjanjian itu tidak dapat diganti dengan 

objek perjanjian lainnya, misalnya seseorang yang ingin membeli kuda pacu, 

dan kuda pacu yang dimaksud mati, hal ini berarti bahwa penjual tidak 

mungkin memenuhi prestasi karena keadaan memaksa yang bersifat mutlak. 

        Berbeda dari keadaan memaksa yang bersifat mutlak, keadaan memaksa 

yang bersifat relatif, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk memenuhi 

prestasi dalam kontrak tersebut, tetapi karena suatu keadaan menyebabkan 

penyerahan tersebut terhambat, misalnya barang yang seharusnya diangkut 

melalui angkutan darat, tetapi jalan satu-satunya yang dapat dilalui untuk 

mengantar barang tersebut tertutup karena terjadi tanah longsor yang menutupi 

jalan, sehingga prestasi itu sebenarnya masih bisa dipenuhi jika jalan tersebut 

sudah tidak tertutup tanah longsor lagi.4 

        Tidak terpenuhinya prestasi dapat disebabkan karena keadaan memaksa. 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada defenisi tentang 

keadaan memaksa, namun hanya memberikan batasan. Sehingga dari batasan 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan memaksa adalah suatu 

keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggung 

jawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya 

                                                             
             4 Ibid, hlm. 77. 
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kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan 

sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada di luar 

kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari 

kewajiban membayar ganti kerugian. 

        Ketentuan tentang keadaan memaksa dapat dilihat dalam Pasal 1244 KUH 

Perdata yang berbunyi: “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum 

mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa 

hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, 

disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat 

dipertanggungjawabkan padanya. kesemuanya itupun jika itikad buruk 

tidaklah ada pada pihaknya.”. Dan Pasal 1245 KUH Perdata: “Tidaklah biaya 

rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau 

lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan 

atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah 

melakukan perbuatan yang terlarang.”5 

        Dalam kasus wanprestasi yang dialami oleh Syahrini sebagai Tergugat 

dengan Blue Eyes Café dan Karaoke sebagai Penggugat yang telah diputus oleh 

Pengadilan Negeri Bogor yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri 

Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr., pada awalnya Penggugat dan Tergugat 

memiliki perjanjian atau kontrak kerja sama yaitu Tergugat tampil di acara 2nd 

ANNIVERSARY BLUE EYES yang diselenggarakan oleh Penggugat, namun 6 

jam sebelum dimulainya acara Tergugat tidak memenuhi perjanjian atau 

                                                             
        5 Subekti, op. cit., hlm. 55. 
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kontrak kerja sama tersebut dikarenakan ayah dari Tergugat sakit dan akhirnya 

meninggal dunia. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan 

penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor. Dalam 

eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa alasan Tergugat tidak dapat 

memenuhi perjanjian tersebut karena keadaan tersebut merupakan keadaan 

memaksa. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa keadaan 

tersebut merupakan keadaan memaksa. Hal ini membuat penulis tertarik 

membuat penelitian untuk menulis skripsi yang berjudul “Studi Terhadap 

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr. Mengenai 

Keadaan Memaksa Dalam Perjanjian Kontrak Kerja”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim menyatakan keadaan memaksa 

dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr ? 

2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam keadaan memaksa 

sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 

05/Pdt.G/2012/PN.Bgr dalam perjanjian kontrak kerja? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menyatakan tergugat mengalami 

keadaan memaksa dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 

05/Pdt.G/2012/PN.Bgr. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam putusan Pengadilan 

Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr. 

 



6 
 

 
 

D. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian 

        Menurut pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan 

satu orang atau lebih. 

        Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua 

orang, atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan 

yang lahir dari undang-undang, diadakan oleh undang-undang, diluar 

kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang 

mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud, supaya antara 

mereka berlaku suatu perikatan hukum, sungguh-sungguh mereka itu 

terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali 

perikatan ini barulah putus, jika janji itu sudah dipenuhi.6 

        Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 

KUH Perdata, yang berbunyi: “Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan 

empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”. 

        Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus 

ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka 

perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu 

kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek 

yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu 

                                                             
             6 Subekti, op. cit., hlm. 3. 
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suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat obyektif dari 

perbuatan hukum yang dilakukan itu. 

2. Teori Keadaan Memaksa 

        Ketentuan tentang keadaan memaksa dapat dilihat dalam pasal 1244 

dan pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi “Debitur 

harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian,dan bunga, bila tak dapat 

membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak 

tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu 

hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, 

walaupun tidak ada iktikad buruk padanya.” Sedangkan dalam pasal 1245 

berbunyi “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena 

keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur 

terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau 

melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.”7 

       Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu:8 

1. Teori Ketidakmungkinan 

        Teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa 

adalah suatu keadan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi 

yang diperjanjikan. Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua 

macam. 

                                                             
             7 Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2014, hlm. 101. 

             8 Ibid, hlm. 102 
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a. Ketidakmungkinan absolut atau objektif, yaitu suatu 

ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan 

prestasinya pada kreditur. 

b. Ketidakmungkinan relatif atau subjektif, yaitu suatu 

ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya. 

2. Teori Penghapusan atau Peniadaan Kesalahan 

        Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan, berarti dengan 

adanya keadaan memaksa terhapuslah kesalahan debitur atau peniadaan 

kesalahan. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak 

boleh/bisa dipertanggungjawabkan. 

       3.  Teori Wanprestasi 

        Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat 

antara kreditur dan debitur.9 

        Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:10 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya 

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

                                                             
             9 Ibid, hlm. 98. 

             10 Subekti, op. cit., hlm. 45. 
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        Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang 

melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak 

yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk 

memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada 

satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. 

        Menurut Subekti, seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan 

supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela 

diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan 

dirinya dari hukuman-hukuman itu, yaitu mengajukan tuntutan adanya 

keadaan memaksa, mengajukan bahwa si berpiutang sendiri juga telah 

lalai, mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk 

menuntut ganti rugi.11 

4. Teori Pertimbangan Hakim 

              Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum 

atas fakta yang terungkap dipersidangan.  Untuk itu hakim harus menggali 

nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat.  Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh 

hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan 

pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, 

yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.12   

 

                                                             
               11 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 55. 

               12  R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bndar Maju, Bandung, 

2005, hlm. 146. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

        Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat 

Normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif 

berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.  

2. Metode Pendekatan Penelitian 

        a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

        Pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isi hukum yang diketengahkan.13 Dalam 

hal ini KUH Perdata dan undang-undang, maupun tulisan-tulisan lain 

yang berhubungan dengan materi wanprestasi dan keadaan memaksa. 

 b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

        Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus 

yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini putusan Pengadilan 

Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr. tentang keadaan 

memaksa. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

        Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi atau sering juga disebut dengan studi pustaka (library 

research). Dimana dalam penulisan ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan 

                                                             
            13 Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Search), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 

hlm. 110. 
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data dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada dengan membaca buku 

selanjutnya data diolah kedalam tulisan. 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

        Data dianalisis secara normatif dengan jalan menafsirkan dan 

mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan Perundang-

undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan 

yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis 

data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.14 

5. Teknik Penarikan Kesimpulan 

        Teknik penarikan kesimpulan dibagi dua modul prosedur penalaran, yaitu 

pemikiran analistis deduktif adalah pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan 

yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Dan pemikiran 

analistis induktif digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi 

penelitian studi kasus. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik 

penarikan kesimpulan deduktif yaitu proses penalaran atau menarik 

kesimpulan berupa prinsip yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta 

yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi, kesimpulan deduktif 

dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum menuju kepada 

hal-hal khusus.15 

 

 

 

                                                             
           14 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5. 

           15 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm 177. 
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